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PRAKATA

Pengelolaan lanskap dan seascape di pulau-pulau kecil 
Indonesia merupakan isu strategis di tengah komplek-

sitas tantangan pembangunan global dan nasional. Pulau-
pulau kecil tidak hanya menyimpan kekayaan ekosistem 
darat, pesisir, dan laut yang bernilai tinggi, tetapi juga memi-
liki fungsi sosial, budaya, serta identitas yang unik bagi 
masyarakat lokal. Namun, kerentanan terhadap perubahan 
iklim, degradasi lingkungan, dan krisis global seperti kehi-
langan keanekaragaman hayati serta pencemaran menuntut 
adanya pendekatan pengelolaan yang lebih terpadu, adil, 
dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional, pengelolaan 
pulau-pulau kecil terhubung erat dengan arah strategis 
Indonesia menuju visi 2045. Integrasi antara rencana pemba-
ngunan jangka panjang, menengah, serta komitmen global 
seperti SDGs, Paris Agreement, dan CBD, menjadi kerangka 
kerja penting dalam menyusun strategi pengelolaan. Di 
sisi lain, tantangan implementasi membutuhkan inovasi, 
termasuk pendekatan ekonomi hijau, biru, dan sirkular, 
yang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta 
keberlanjutan ekosistem.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran 
komprehensif mengenai pengelolaan lanskap dan seascape 
di pulau-pulau kecil Indonesia. Pembahasan dimulai dari 
karakteristik dan kerentanan pulau kecil, konsep lanskap 
dan seascape, hingga strategi pengelolaan ekosistem darat, 
pesisir, dan laut. Selain itu, buku ini juga menyoroti model 
kelembagaan, kebijakan nasional maupun internasional, 
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peran masyarakat lokal dan adat, serta integrasi kearifan tradisional ke 
dalam tata kelola modern. 

Penulis berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, 
tetapi juga panduan praktis bagi pembuat kebijakan, praktisi pemba-
ngunan, akademisi, serta masyarakat sipil yang peduli pada masa depan 
pulau-pulau kecil. Dengan menyajikan arah kebijakan strategis, roadmap 
implementasi, hingga rekomendasi konkret, buku ini diharapkan dapat 
mendorong langkah nyata menuju pengelolaan lanskap dan seascape yang 
berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia.
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Latar Belakang
Pulau-pulau kecil memiliki peran strategis bagi pembangunan berkelanju-
tan di Indonesia. Selain sebagai penopang biodiversitas unik, pulau-pulau 
ini juga menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir (UNEP, 2022). 
Dengan luas wilayah laut mencapai 6,4 juta km² dan lebih dari 17.000 pulau, 
Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian 
besar wilayahnya terdiri dari pulau kecil dengan ekosistem darat dan laut 
yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Meski memiliki potensi besar, pulau-pulau kecil menghadapi berb-
agai tantangan multidimensi. Degradasi ekosistem, kerentanan terha-
dap perubahan iklim, tekanan populasi, eksploitasi sumber daya secara 
berlebihan, serta konflik tenurial yang semakin kompleks. Konflik tenurial 
di Indonesia, terutama di wilayah Maluku dan pulau kecil lain, sering kali 
terjadi akibat tumpang tindih klaim antara negara, swasta, dan masyarakat 
adat atas wilayah darat, pesisir, dan laut. Di Maluku, hampir seluruh 
wilayah daratan, pesisir, dan laut diklaim sebagai hak ulayat masyarakat 
adat. Namun, proses legalisasi tata ruang, penetapan kawasan konservasi, 
atau pemberian konsesi pertambangan, perkebunan, dan food estate sering 
kali mengabaikan hak-hak tersebut.

Pergeseran paradigma pembangunan global dari model eksploitatif 
menuju ekonomi berkelanjutan telah menjadi kerangka utama kebijakan 
nasional dan internasional. Namun, pada praktiknya, banyak proyek 
pembangunan di pulau kecil tetap mengedepankan pertumbuhan ekonomi 
jangka pendek tanpa memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan 
keadilan sosial, sehingga menimbulkan dampak kehancuran ekologis dan 
sosial (UNEP, 2022).

Pengelolaan lanskap dan seascape pada pulau-pulau kecil menjadi 
salah satu isu strategis dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan 
di abad ke-21. Pulau-pulau kecil yang didefinisikan oleh luas wilayah 
terbatas dan sumber daya alam yang rentan, menghadapi tekanan ganda 
dari pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, degradasi ekosistem, 
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dan kebijakan pembangunan yang kurang berpihak pada kelestarian 
lingkungan (Nunn dan Kumar, 2018). 

Kondisi ini diperparah oleh tekanan global, seperti kenaikan muka 
air laut akibat pemanasan global yang telah menyebabkan abrasi di lebih 
dari 30% garis pantai pulau kecil di Indonesia. Selain itu, data KLHK tahun 
2022 menunjukkan hilangnya sekitar 17% mangrove nasional dalam dua 
dekade terakhir, terutama akibat konversi lahan dan pembangunan pesisir. 

Dalam konteks ini, pengelolaan pulau kecil membutuhkan pendekatan 
integratif yang menggabungkan aspek ekologi, sosial-budaya, dan ekonomi. 
Pengakuan hak tenurial masyarakat adat menjadi komponen penting untuk 
memastikan keadilan dan keberlanjutan. Dengan kerangka ini, ruang darat 
dan ruang laut dapat dikelola secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis 
pada kearifan lokal sehingga sejalan dengan agenda pembangunan nasional 
maupun komitmen internasional.

Signifikansi Pengelolaan lanskap dan Seascape 
Pulau Kecil
Pendekatan lanskap dan seascape memberikan kerangka konseptual seka-
ligus praktis untuk memahami keterkaitan ruang darat dan laut serta 
hubungan manusia dengan alam (Sayer dkk., 2013; Brown dkk., 2015). Di 
pulau-pulau kecil integrasi kedua aspek ini menjadi sangat penting karena 
wilayah darat dan laut sering kali menjadi satu kesatuan yang tidak terpi-
sahkan secara sosial maupun ekologis. Bagi masyarakat adat ruang hidup 
dipandang sebagai satu kesatuan utuh yang menyatukan hutan, pantai, 
dan laut dalam sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal yang diwariskan 
turun-temurun.

Alongi (2015) menjelaskan bahwa dari sisi ekologi lanskap pulau kecil 
mencakup hutan pesisir, hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, 
serta daerah tangkapan air yang berperan sebagai penyedia jasa ekosistem 
penting. Sementara itu, dari sisi sosial-ekonomi, keberlanjutan ekosistem 
tersebut berhubungan langsung dengan mata pencaharian masyarakat 
terutama di sektor perikanan, pertanian pesisir, dan ekowisata. Dengan 
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Visi Indonesia Emas 2045
Indonesia Emas 2045 adalah horizon strategis seratus tahun kemerdekaan 
yang menjadi visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, 
berdaulat, adil, dan makmur. Melalui transformasi tata kelola dan partisipasi 
aktif masyarakat, Indonesia diharapkan mampu bersaing di tingkat global 
sekaligus menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh 
rakyat. Visi ini dibangun di atas empat pilar utama, yaitu
1.	 pembangunan manusia;
2.	 penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);
3.	 pembangunan ekonomi berkelanjutan; dan 
4.	 pemerataan antarwilayah.

Empat pilar tersebut tidak dapat dipandang sebagai konsep generik, 
tetapi harus diturunkan ke dalam konteks spasial Indonesia yang unik 
sebagai negara kepulauan. Artinya, strategi pembangunan menuju 
Indonesia Emas 2045 harus bersifat place-based, menyesuaikan dengan 
karakteristik setiap wilayah, termasuk pulau-pulau kecil. 

Bagi pulau-pulau kecil, visi ini memiliki makna ganda seperti mening-
katkan kapasitas manusia (literasi iklim, vokasi kelautan), sekaligus 
memperkuat ketahanan sosial-ekologis yang rentan terhadap dampak 
perubahan iklim, keterisolasian, dan biaya logistik tinggi. Dengan kata 
lain, Indonesia Emas 2045 bagi pulau kecil bukan sekadar akselerasi 
pertumbuhan ekonomi, melainkan juga transformasi struktural yang 
mampu menyeimbangkan pembangunan manusia, daya dukung ekosistem, 
dan tata kelola adaptif. Berikut kerangka transformasi dalam konteks pulau 
kecil yang dimaksud.
1.	 Ekonomi hijau, biru, dan sirkular

Ekonomi hijau, biru, dan sirkular saling melengkapi dalam pemba-
ngunan berkelanjutan. Ekonomi hijau menekankan penurunan emisi 
dan rehabilitasi ekosistem darat, ekonomi biru mengoptimalkan 
potensi laut secara berkelanjutan melalui perikanan berbasis sains 
serta jasa karbon biru dari mangrove dan lamun, sedangkan ekonomi 
sirkular membangun closed loops agar limbah menjadi sumber daya 
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(Geissdoerfer dkk., 2017; World Bank, 2021). Pada pulau kecil, inte-
grasi ketiga pendekatan ini menekan biaya impor, memperkuat keman-
dirian, dan memperluas nilai tambah lokal.

2.	 Keadilan spasial dan konektivitas nusantara
Pulau kecil sering kali menghadapi keterisolasian geografis yang 
berdampak pada akses pasar, layanan publik, dan mobilitas penduduk. 
Dalam visi Indonesia Emas 2045, pulau-pulau kecil harus diposisikan 
sebagai simpul konektivitas maritim. Pengembangan pelabuhan peng-
umpan, jaringan tol laut, serta digitalisasi infrastruktur komunikasi 
akan membuka peluang bagi masyarakat pulau kecil untuk terhubung 
dengan pasar nasional maupun global.

Keadilan spasial juga menuntut adanya distribusi investasi yang 
lebih merata sehingga pulau kecil tidak hanya menjadi objek eksploi-
tasi sumber daya, tetapi juga subjek pembangunan yang berdau-
lat. Konektivitas digital, misalnya, mampu menembus keterbatasan 
geografis dan memberi peluang bagi generasi muda pulau kecil untuk 
mengakses pendidikan daring, e-commerce, hingga telemedisin.

3.	 Resiliensi terhadap triple planetary crisis
Pulau kecil berada di garis depan dalam menghadapi triple plane-
tary crisis. Oleh karena itu, membangun resiliensi menjadi prasyarat 
utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Adaptasi iklim 
melalui pembangunan mangrove belts, restorasi lamun, dan rehabilitasi 
terumbu karang terbukti dapat menahan abrasi sekaligus menyerap 
karbon. Perlindungan keanekaragaman hayati penting untuk menjaga 
jasa ekosistem, termasuk stok pangan laut.

Sementara itu, pengendalian polusi menjadi bagian integral dari 
strategi pembangunan. Pencemaran dapat merusak rantai makanan 
laut dan mengurangi potensi ekonomi perikanan serta pariwisata 
(UNEP, 2021; Rockström dkk., 2020; Murdiyarso dkk., 2015). Resiliensi 
berbasis ekosistem ini bukan hanya solusi ekologis, melainkan juga 
strategi pembangunan sosial-ekonomi yang mampu memperkuat 
kesejahteraan masyarakat pulau kecil dalam jangka panjang.

Kebijakan Pembangunan dan Arah Strategis Nasional 13
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Definisi dan Klasifikasi Pulau-Pulau Kecil
Definisi pulau kecil memiliki variasi yang cukup beragam, baik dalam 
kerangka nasional maupun internasional. Di Indonesia, acuan utama 
merujuk pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa pulau kecil adalah pulau 
dengan luas daratan kurang dari atau sama dengan 2.000 km² serta memi-
liki ekosistem yang rentan. Definisi ini kemudian diperkuat melalui UU 
No. 1 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya aspek konservasi, perlin-
dungan biodiversitas, serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai 
bagian integral dari pengelolaan pulau kecil.

Sementara itu, pada tingkat global, convention on biological diversity 
(2020) mendeskripsikan pulau kecil sebagai ekosistem dengan keterbatasan 
sumber daya, tingkat ketergantungan tinggi pada keanekaragaman hayati, 
dan kerentanan signifikan terhadap dampak perubahan iklim. Perspektif 
ini menegaskan bahwa pulau kecil bukan hanya unit geografis, melainkan 
juga ruang ekologi dan sosial yang sangat sensitif terhadap dinamika global.

Dalam konteks kawasan small island developing states (SIDS), terma-
suk Indonesia, pulau kecil umumnya dicirikan oleh beberapa hal berikut.
1.	 Luas daratan terbatas dengan kondisi topografi yang beragam.
2.	 Ketergantungan tinggi pada ekosistem laut dan pesisir, baik untuk 

pangan, energi, maupun mata pencaharian.
3.	 Kapasitas adaptasi yang rendah terhadap bencana alam dan dampak 

perubahan iklim.
4.	 Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan energi, yang 

membatasi ruang gerak pembangunan.

Jika dilihat secara lebih spesifik pada provinsi Maluku, klasifikasi pulau 
kecil dapat dibagi menjadi dua kategori utama.
1.	 Pulau berpenghuni, yakni pulau yang memiliki sistem sosial-ekonomi 

berbasis perikanan, pertanian, dan agroforestri. Pulau-pulau ini men-
jadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus ruang produksi yang me-
nopang kebutuhan lokal.
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2.	 Pulau tak berpenghuni, yakni pulau yang lebih difungsikan sebagai 
zona konservasi serta cadangan keanekaragaman hayati laut dan 
darat sekaligus berperan sebagai penyangga ekosistem yang menjaga 
keseimbangan ekologis kawasan.

Definisi dan klasifikasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan 
kebijakan, baik untuk perencanaan pembangunan maupun konservasi 
ekosistem di gugus pulau kecil Maluku. Dengan landasan yang jelas 
setiap kebijakan dapat dirancang lebih tepat sasaran, mempertimbangkan 
kerentanan ekologis sekaligus kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

Tipologi Pulau-Pulau Kecil
Tipologi pulau kecil dapat ditinjau dari tiga dimensi utama, yaitu ekologi, 
sosial-ekonomi, dan fungsionalitas. Masing-masing tipologi memiliki 
karakteristik berbeda sehingga menuntut pendekatan kebijakan yang 
berbeda pula dalam rangka pengelolaan berkelanjutan.
1.	 Tipologi ekologi

Dari sisi ekologi, tipologi pulau kecil dapat dibedakan berdasarkan 
karakteristik geologi dan geomorfologinya.
a.	 Pulau vulkanik biasanya memiliki tanah yang subur dengan potensi 

pertanian cukup tinggi serta keanekaragaman hayati darat yang 
melimpah.

Gambar 3 Pulau Nusalaut, Maluku Tengah
Sumber: detiktravel
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Pengertian Lanskap dan Seascape
Lanskap merupakan satu kesatuan utuh yang terbentuk dari interaksi unsur 
alam (topografi, vegetasi, dan tata air) dengan aktivitas manusia seperti 
pemukiman, pertanian, atau industri. Kesatuan ini menciptakan struktur 
visual, ekologi, dan fungsi ruang khas yang mencerminkan dinamika 
historis, budaya, dan ekonomi kawasan. Contohnya, lanskap pegunungan 
menampilkan keindahan vegetasi dan lereng, sekaligus pola terasering, 
jalan desa, dan permukiman yang menyatu dengan alam.

Seascape merujuk pada bentang laut dan pesisir yang mencakup 
ekosistem laut dalam, garis pantai, terumbu karang, padang lamun, dan 
hutan mangrove yang saling terhubung dalam satu sistem ekologis. Selain 
menopang keanekaragaman hayati, wilayah ini juga menjadi ruang sosial-
ekonomi tempat berlangsungnya aktivitas seperti perikanan, budidaya, 
pariwisata bahari, transportasi, serta praktik budaya masyarakat pesisir. 
Dengan demikian, seascape dipahami sebagai ruang hidup dinamis yang 
memadukan nilai ekologis, sosial, dan budaya secara berkelanjutan.

Lanskap dan seascape saling terhubung dengan daratan yang memen-
garuhi laut melalui aliran nutrien, sedimen, dan limbah, sedangkan laut 
melindungi daratan lewat fungsi terumbu karang dan mangrove. Interaksi 
ini berguna bagi keberlanjutan ekosistem khususnya di pulau kecil yang 
memiliki sumber daya terbatas serta rentan terhadap perubahan iklim dan 
bencana alam. Oleh karena itu, keduanya perlu dipandang sebagai satu 
kesatuan ekologi-sosial yang terpadu.

Dalam konteks pulau kecil, pengelolaan lanskap dan seascape merupakan 
keharusan karena keterbatasan ruang, sumber daya, serta tekanan eksternal 
seperti kenaikan muka laut dan degradasi ekosistem. Pengelolaan darat 
tanpa mempertimbangkan laut dapat merusak ekosistem seperti eksploitasi 
laut tanpa memperhatikan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh 
karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang menghubungkan aspek 
ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya dengan melibatkan masyarakat lokal, 
menghargai kearifan tradisional, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan 
modern untuk mewujudkan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.
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Dimensi Lanskap dan Seascape
Dimensi lanskap dan seascape menjadi kerangka penting dalam memahami 
hubungan timbal balik antara lingkungan darat dan laut, terutama pada 
konteks pulau kecil yang memiliki keterbatasan ruang dan sumber daya. 
Lanskap daratan dan seascape lautan tidak berdiri sendiri melainkan saling 
terhubung melalui aliran energi, materi, serta interaksi manusia yang 
memanfaatkannya. 

Untuk itu diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap berbagai 
dimensi yang menyusunnya, mulai dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, 
hingga budaya. Keempat dimensi yang dimaksud sebagai berikut.
1.	 Dimensi ekologi

Dimensi ekologi menekankan pentingnya hubungan antara 
komponen biotik (makhluk hidup) dan abiotik (unsur tak hidup) 
dalam membentuk keseimbangan ekosistem baik di darat maupun 
di laut. Dalam konteks lanskap dan seascape, keterkaitan ini menjadi 
kunci untuk memahami dinamika lingkungan secara menyeluruh. 
Pulau kecil menghadirkan tantangan sekaligus keunikan tersendiri. 
Skala ruangnya yang sempit membuat interaksi antara daratan dan 
lautan berlangsung lebih intens sehingga setiap perubahan pada satu 
komponen akan memberikan dampak langsung pada komponen 
lainnya.

Pertama, fragmentasi dan keanekaragaman habitat menjadi ciri 
khas utama pulau kecil. Ekosistem seperti hutan dataran rendah, 
mangrove, terumbu karang, dan padang lamun biasanya hadir 
berdampingan dalam jarak yang relatif dekat. Keempat ekosistem 
ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung melalui siklus 
nutrien dan aliran energi. Misalnya, daun mangrove yang gugur 
akan menjadi sumber detritus yang mengalir ke laut, kemudian 
dimanfaatkan oleh organisme laut kecil sebagai sumber makanan 
yang akan menopang produktivitas perikanan (Alongi, 2014; Burke 
dkk., 2011). Hubungan ini menunjukkan bahwa kerusakan pada satu 
habitat dapat menimbulkan efek berantai pada habitat lain.
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Jenis Ekosistem Darat
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega-biodiversitas di dunia, 
sebuah predikat yang mencerminkan tingginya keragaman hayati dan 
ekosistem yang dimilikinya. Kekayaan ini merupakan hasil dari kombi-
nasi faktor geografi, iklim tropis, dan sejarah geologi yang panjang. Posisi 
Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadi-
kannya wilayah pertemuan berbagai jalur migrasi flora dan fauna, sehingga 
keanekaragaman spesies yang ada sangat melimpah.

Selain itu, iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan intensitas cahaya 
matahari sepanjang tahun mendukung produktivitas ekosistem darat 
mulai dari hutan hujan tropis dataran rendah, hutan pegunungan, hingga 
ekosistem savana di wilayah tertentu. Sejarah geologi kepulauan Nusantara 
yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan vulkanik juga menciptakan 
mosaik habitat yang unik dengan tingkat endemisitas tinggi di banyak 
pulau. Berbagai kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi 
ribuan spesies tumbuhan, mamalia, burung, reptil, dan amfibi.

Beberapa jenis ekosistem darat utama di Indonesia memperlihatkan 
keragaman yang sangat tinggi, baik dari sisi fungsi ekologis maupun sosial-
ekonomi. Keragaman ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara 
dengan kontribusi besar bagi stabilitas ekosistem global. Adapun jenis-jenis 
ekosistem darat di Indonesia sebagai berikut.
1.	 Hutan hujan tropis dataran rendah dan pegunungan

Ekosistem ini tersebar luas di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan 
Papua yang masih menyimpan kawasan hutan hujan primer terluas 
di Asia Tenggara. Hutan-hutan tersebut memiliki peran vital dalam 
penyerapan karbon, pengaturan siklus hidrologi, dan menjaga kualitas 
udara serta air. Selain itu, hutan ini juga menjadi habitat ribuan spesies 
endemik mulai dari orangutan, burung cenderawasih, dan berbagai 
jenis flora unik.

2.	 Hutan mangrove daratan
Hutan mangrove di Indonesia umumnya terletak di sepanjang pesisir 
dan muara sungai. Mangrove berperan penting dalam perlindungan 
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garis pantai dari abrasi sekaligus menjadi penyerap karbon biru dengan 
kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Ekosistem ini juga menjadi 
tempat pemijahan berbagai biota laut yang mendukung produktivitas 
perikanan masyarakat pesisir. Dalam konteks mitigasi iklim, mangrove 
terbukti lebih efektif menyimpan karbon dibandingkan hutan daratan 
tropis (Alongi, 2014; Murdiyarso dkk., 2015).

3.	 Sabana dan padang rumput
Ekosistem Sabana terbentuk karena pengaruh iklim kering musiman, 
kebakaran alami, maupun aktivitas manusia. Meskipun terlihat 
sederhana, ekosistem ini menyediakan habitat penting bagi fauna 
tertentu termasuk spesies endemik di Nusa Tenggara. Selain itu, 
padang rumput sering dimanfaatkan untuk peternakan dan pertanian 
terintegrasi dan menjadikan ekosistem ini memiliki fungsi ganda 
(ekologis sekaligus ekonomi) (Whitten dkk., 2002).

4.	 Lahan pertanian dan agroforestri tradisional
Di berbagai pulau kecil khususnya di Maluku, berkembang 
sistem dusung sebagai bentuk agroforestri tradisional. Sistem ini 
menggabungkan tanaman perkebunan seperti pala dan cengkeh 
dengan tanaman pangan serta pepohonan konservasi. Keberadaan 
dusung tidak hanya menyediakan hasil ekonomi berlapis bagi rumah 
tangga, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati lokal dengan tetap 
melestarikan struktur hutan sekunder. Dengan demikian, dusung 
menjadi contoh bagaimana praktik tradisional mampu menyelaraskan 
kebutuhan ekonomi dengan konservasi.

5.	 Hutan pantai dan hutan batu kapur
Ekosistem ini banyak ditemukan di wilayah pesisir dan pulau kecil 
terutama di kawasan dengan substrat tanah berkapur. Hutan pantai 
dan hutan batu kapur memiliki keunikan tersendiri karena ditumbuhi 
spesies endemik yang beradaptasi terhadap kondisi tanah miskin hara 
dan iklim ekstrem. Selain penting dari sisi keanekaragaman hayati, 
ekosistem ini juga berfungsi melindungi pulau dari intrusi air laut 
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Jenis Ekosistem Pesisir dan Laut
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah 
laut mencapai sekitar 6,4 juta km² dan garis pantai sepanjang kurang lebih 
108.000 km. Posisi geografisnya yang berada di kawasan coral triangle 
ditambah arus laut yang dinamis serta iklim tropis menjadikan Indonesia 
sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia 
(Spalding dkk., 2017).

Kombinasi faktor geografis dan ekologis tersebut menghasilkan 
ekosistem pesisir dan laut yang sangat beragam serta produktif. 
Keanekaragaman ini tidak hanya menopang kehidupan masyarakat pesisir 
melalui pemanfaatan sumber daya perikanan dan jasa ekosistem lainnya, 
tetapi juga menjadi landasan penting bagi pengembangan ekonomi biru 
yang berkelanjutan.

Selain itu, ekosistem laut Indonesia memiliki peran vital dalam mitigasi 
perubahan iklim. Mangrove, padang lamun, dan ekosistem pesisir lainnya 
berfungsi sebagai penyerap karbon biru sekaligus pelindung alami terhadap 
abrasi serta bencana pesisir. Laut dan pesisir Indonesia merupakan aset 
ekologis sekaligus modal strategis bagi pembangunan nasional yang 
mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Ekosistem seascape di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tipe 
utama berikut. 
1.	 Terumbu karang

Terumbu karang di Indonesia menjadi salah satu pusat keanekara-
gaman hayati laut terbesar di dunia. Ekosistem ini menjadi habitat 
bagi lebih dari 500 spesies karang keras dan lebih dari 2.000 spesies 
ikan sehingga menjadikan perairan Indonesia sebagai bagian penting 
dari coral triangle yang diakui secara global (Burke dkk., 2011). 
Keanekaragaman tersebut menjadikan Indonesia, terutama kawasan 
timur seperti Raja Ampat sebagai jantung biodiversitas laut dunia.

Secara ekologis, terumbu karang memiliki fungsi membentuk 
rantai makanan laut dan menyediakan ruang hidup bagi berbagai 
biota laut mulai dari ikan karang, moluska, hingga krustasea. Selain 
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itu, terumbu karang berfungsi sebagai pelindung alami pesisir dengan 
meredam energi gelombang sehingga mengurangi risiko abrasi dan 
menjaga stabilitas wilayah pantai.

Dari sisi sosial dan ekonomi, terumbu karang berperan penting 
dalam mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Ekosistem ini 
menjadi sumber pangan utama melalui aktivitas perikanan sekaligus 
membuka peluang ekonomi melalui pariwisata bahari. Destinasi 
seperti Raja Ampat di Papua Barat, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, 
dan Kepulauan Seribu di DKI Jakarta merupakan contoh kawasan 
yang menjadikan keindahan terumbu karang sebagai daya tarik wisata 
internasional.

Dengan nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi, terumbu karang 
menjadi penopang kehidupan laut dan aset strategis bagi pemba-
ngunan berkelanjutan. Upaya pelestarian dan pengelolaan yang tepat 
diperlukan agar keberadaan ekosistem ini tetap terjaga manfaatnya 
dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang.

2.	 Padang lamun (seagrass beds)
Padang lamun tumbuh di perairan dangkal dengan membentuk 
hamparan padat yang berperan penting bagi keseimbangan ekosistem 
laut. Tumbuhan berbunga ini memperindah lanskap bawah laut dan 
memberi manfaat ekologis yang besar bagi keberlanjutan kehidupan 
pesisir.

Salah satu fungsi utama padang lamun terletak pada kemam-
puannya menyerap karbon biru dalam jumlah signifikan sehingga 
membantu mitigasi perubahan iklim. Sistem akar dan rimpangnya 
menahan sedimen, menjaga kejernihan air, serta meningkatkan kuali-
tas perairan. Selain itu, padang lamun menjadi habitat penting bagi 
spesies seperti dugong dan penyu hijau yang bergantung pada ekosis-
tem ini untuk mencari makan dan berlindung (Unsworth dkk., 2019).

Peran padang lamun tidak berhenti pada fungsi ekologis mela-
inkan juga memberikan perlindungan fisik bagi pesisir. Hamparan 
lamun meredam energi gelombang sehingga mengurangi abrasi pantai 
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Prinsip Pengelolaan Berkelanjutan
Pengelolaan lanskap dan seascape di Indonesia khususnya pada pulau-pulau 
kecil harus berlandaskan prinsip keberlanjutan (sustainability) yang menye-
imbangkan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Prinsip keberlanjutan ini 
bukan sekadar jargon, melai menjadi pedoman operasional dalam setiap 
keputusan pengelolaan sumber daya alam. Berikut prinsip-prinsip dalam 
pengelolaan berkelanjutan.
1.	 Integrasi lintas sektor

Pulau-pulau kecil memiliki keterkaitan yang sangat erat antara ekosis-
tem darat dan laut. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya harus 
dilakukan secara terpadu dari berbagai sektor seperti kehutanan, 
perikanan, pertanian, dan pariwisata. Pendekatan ini memungkinkan 
mitigasi dampak negatif yang mungkin timbul dari aktivitas tertentu 
seperti erosi di darat yang menyebabkan sedimentasi di terumbu 
karang.

2.	 Berbasis sains dan pengetahuan lokal
Pengelolaan tidak hanya mengandalkan data ilmiah modern, tetapi 
juga memadukan kearifan lokal yang telah teruji selama berabad-abad. 
Praktik tradisional seperti sasi dan dusung menunjukkan kemampuan 
masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan darat. 
Integrasi ilmu pengetahuan lokal dan sains modern dapat menghasil-
kan strategi pengelolaan yang lebih adaptif dan kontekstual (Berkes, 
2009; Harkes dan Novaczek, 2002).

3.	 Keadilan sosial dan akses
Keberlanjutan tidak hanya soal ekologi, tetapi juga soal distribusi 
manfaat yang adil bagi masyarakat lokal. Akses yang adil terhadap 
sumber daya dan peluang ekonomi dapat memperkuat ketahanan 
sosial-ekologis dan meminimalkan konflik antara pemangku kepen-
tingan (Ostrom, 2009; Govan dkk., 2009).

4.	 Kapasitas adaptif
Pulau-pulau kecil menghadapi risiko tinggi dari perubahan iklim, 
dinamika sosial-ekonomi, dan fluktuasi pasar. Oleh karena itu, 
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Regulasi Nasional dan Internasional
Pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia berlandaskan kerangka regulasi 
nasional yang cukup lengkap. UU No. 1 Tahun 2014 memberikan dasar 
hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dengan ketentuan 
yang mengatur hak, kewajiban, serta perlindungan pulau kecil, termasuk 
pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Undang-undang tersebut 
menekankan beberapa prinsip penting sebagai berikut.
1.	 Prinsip pengelolaan berbasis keberlanjutan

Undang-undang menekankan pentingnya keberlanjutan sebagai prin-
sip utama. Pengelolaan pulau kecil harus menjaga harmoni antara 
ekologi, sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan kegiatan 
pembangunan tidak merusak ekosistem dan memberi manfaat jangka 
panjang bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

2.	 Keterlibatan masyarakat dan pengakuan kearifan lokal
Regulasi nasional juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat 
lokal dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya. Instrumen 
tradisional seperti sasi dan dusung di maluku telah lama menjadi prak-
tik pengelolaan berbasis komunitas yang terbukti efektif. Pengakuan 
terhadap kearifan lokal memperkuat legitimasi kebijakan serta mendo-
rong partisipasi aktif masyarakat.

3.	 Integrasi darat–laut dalam perencanaan
Menurut arkema dkk. (2015), perencanaan terpadu mencakup konser-
vasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, dan pengelolaan pesisir 
yang berkelanjutan. Dengan pendekatan land-sea planning, kebijakan 
mampu mengantisipasi dinamika ekologis sekaligus mengakomodasi 
kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

Peraturan presiden tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil (RZWP3K) berfungsi sebagai pedoman tata ruang pesisir 
dan laut. Instrumen ini menetapkan zona konservasi, zona pemanfaatan 
terbatas, dan zona pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan zonasi 
potensi konflik ruang dapat diminimalkan dan pengelolaan sumber daya 
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tetap adaptif terhadap perubahan sosial dan ekologis. Indonesia juga terikat 
pada berbagai kesepakatan internasional berikut.
1.	 UNCLOS (united nations convention on the law of the sea) memberi-

kan kerangka hukum bagi negara kepulauan dalam mengatur hak dan 
kewajiban pengelolaan laut.

2.	 CBD (convention on biological diversity) menegaskan perlindungan 
keanekaragaman hayati, ekosistem pesisir, dan pulau kecil.

3.	 SDGs (sustainable development goals) khususnya tujuan 14 (lautan) 
dan 15 (ekosistem darat) menekankan pelestarian ekosistem sekaligus 
peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Prinsip-prinsip internasional tersebut diadopsi ke dalam kebijakan 
nasional. Misalnya, pemerintah menetapkan kawasan konservasi laut, 
memperluas rehabilitasi mangrove, dan memperkuat hak masyarakat 
adat pesisir. Kebijakan ini tidak hanya melestarikan ekosistem, tetapi juga 
mendukung target mitigasi perubahan iklim melalui program FOLU Net 
Sink 2030 (Murdiyarso dkk., 2015).

Kebijakan Terkait Pulau Kecil
Kebijakan pembangunan pulau kecil tecermin dalam RPJMN 2025—2029, 
yang menempatkan pembangunan wilayah pesisir dan pulau kecil sebagai 
prioritas nasional. Berikut beberapa fokus utama kebijakan pembangunan 
pulau kecil.
1.	 Penguatan ekonomi biru (blue economy)

Kebijakan ini menekankan pengembangan perikanan berkelanjutan 
berbasis sains, ekowisata berorientasi konservasi, serta industri lokal 
seperti pengolahan hasil laut. Upaya tersebut mendorong kesejahteraan 
masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem (Patlis dkk., 
2020).

2.	 Adaptasi terhadap perubahan iklim
Pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim seperti kenaikan 
muka air laut, abrasi, dan bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, 
pembangunan difokuskan pada mitigasi risiko melalui infrastruktur 
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Peran Masyarakat Lokal
Partisipasi masyarakat lokal merupakan aspek krusial dalam pengelolaan 
pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat 
dalam pemetaan wilayah, pengawasan sumber daya, dan pengambilan 
keputusan tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga 
terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan (Ostrom, 2009; Govan 
dkk., 2009). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pengelolaan sumber daya 
harus melibatkan pihak terdekat dengan ekosistem yaitu masyarakat yang 
berinteraksi langsung dengan lingkungan alam sehari-hari.

Masyarakat lokal memiliki pengetahuan ekologis tradisional yang kaya 
dan sering kali tidak tercakup dalam data formal pemerintah. Pengetahuan 
ini mencakup siklus musim, lokasi habitat ikan, kondisi terumbu karang, 
dan hubungan ekologis antara hutan dan pesisir (Berkes, 2017; Harkes dan 
Novaczek, 2002). Informasi semacam ini menjadi pelengkap penting bagi 
data ilmiah karena sifatnya kontekstual dan diperoleh dari pengalaman 
turun-temurun. 

Pendekatan partisipatif juga memiliki dampak sosial yang signifikan. 
Dengan dilibatkan sejak tahap perencanaan, masyarakat merasa memiliki 
(sense of ownership) atas program pengelolaan yang dijalankan. Hal ini 
menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif serta memotivasi mereka 
untuk berinovasi dalam menghadapi perubahan lingkungan (Folke dkk., 
2010). Contoh nyata dapat ditemukan pada praktik pemetaan partisipatif 
dan pemantauan berbasis komunitas yang mampu mempercepat deteksi 
kerusakan ekosistem, memperkuat sistem peringatan dini, dan memfasil-
itasi intervensi cepat guna mencegah degradasi lebih lanjut (Govan dkk., 
2009).

Praktik ini juga terbukti berhasil di beberapa wilayah Indonesia. Di 
Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, partisipasi masyarakat lokal menjadi 
kunci dalam pengelolaan hutan, pesisir, dan sumber daya laut. Pemahaman 
masyarakat tentang fluktuasi musiman, pola migrasi ikan, dan produktivitas 
tanaman lebih baik dibandingkan survei jangka pendek dari lembaga 
eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat bukan sekadar 
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simbolis, tetapi strategi ilmiah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 
ekosistem secara berkelanjutan.

Studi Kasus Partisipasi di Maluku
Implementasi sasi lompa di pulau Haruku, Maluku, merupakan contoh 
kearifan lokal mampu berkontribusi besar dalam pengelolaan sumber 
daya laut secara berkelanjutan. Tradisi ini tidak hanya mengatur cara dan 
waktu panen ikan lompa (thryssa baelama), tetapi juga memperlihatkan 
bagaimana masyarakat adat dapat membangun sistem tata kelola sumber 
daya berbasis nilai budaya, solidaritas sosial, dan kepentingan ekologis. 
Keberhasilan sasi lompa dapat dipahami melalui beberapa komponen 
penting berikut.
1.	 Pembatasan waktu panen

Dalam praktik sasi lompa, masyarakat adat menentukan periode tertentu 
di mana penangkapan ikan dilarang. Panen baru diperbolehkan ketika 
stok ikan dinilai cukup oleh tetua adat. Mekanisme ini memastikan 
adanya jeda regenerasi populasi sehingga ikan dapat berkembang 
biak secara alami tanpa tekanan eksploitasi berlebihan. Sasi lompa 
berfungsi layaknya sistem kuota atau fishing season modern, namun 
berbasis norma adat yang dipatuhi secara kolektif.

2.	 Pelibatan aktif masyarakat lokal
Keberhasilan sasi lompa sangat ditentukan oleh partisipasi aktif 
masyarakat lokal dalam pengawasan dan pemantauan. Seluruh 
anggota komunitas, mulai dari tetua adat hingga nelayan terlibat 
dalam menjaga kepatuhan aturan. Pengawasan dilakukan secara 
kolektif terhadap setiap pelanggaran dengan sanksi sosial diberikan 
kepada pihak yang melanggar. Sasi lompa memperkuat rasa tanggung 
jawab bersama dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya 
menjaga keberlanjutan sumber daya.

3.	 Integrasi dengan upacara adat
Praktik sasi lompa tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan 
ritual adat dan upacara keagamaan. Proses pembukaan dan penutupan 
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Studi Kasus Masyarakat Adat Maluku
Masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian 
sumber daya alam melalui kearifan lokal yang diwariskan turun-temu-
run. Di wilayah Maluku, praktik pengelolaan berbasis adat tidak hanya 
berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga terbukti efektif dalam 
mendukung konservasi hutan, laut, dan ekosistem pesisir. Dua contoh 
nyata dapat dilihat pada masyarakat adat di Kepulauan Aru serta di Pulau 
Seram dan Banda.

Gambar 10 Rekomendasi Wisata di Kepulauan Aru
Sumber: https://mongabay.co.id 

Aturan adat di kepulauan Aru menjadi fondasi utama dalam mengelola 
hutan dan laut. Segala bentuk pemanfaatan dari penebangan kayu, penang-
kapan ikan dan pengambilan hasil hutan harus melewati proses musyawa-
rah adat dan mendapatkan persetujuan dari para tetua adat. Mekanisme 
ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan kepen-
tingan bersama dan bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. 

Pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap ringan. Sanksi sosial 
dan ritual diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukum tradisional. 
Menariknya, mekanisme sanksi ini sering kali lebih ditaati dibandingkan 
sanksi formal yang diterapkan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa 
legitimasi adat memiliki kekuatan moral yang kuat dalam membentuk 
perilaku masyarakat sekaligus menjadi instrumen efektif dalam menjaga 
keberlanjutan ekosistem.
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Gambar 10.1 Spot Wisata di Pulau Seram
Sumber: https://superlive.id 

Gambar 10. 2 Eksotisme Kepulauan Banda
Sumber: https://travel.detik.com 

Di Pulau Seram dan Banda, masyarakat adat berperan aktif dalam 
berbagai inisiatif konservasi. Beberapa kontribusi nyata yang dilakukan 
sebagai berikut. 
1.	 Pengawasan kawasan konservasi yang dilakukan secara kolektif untuk 

mencegah praktik eksploitasi berlebihan.
2.	 Restorasi mangrove sebagai upaya memulihkan kawasan pesisir seka-

ligus meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim.
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Definisi Triple Planetary Crisis dan Krisis Perubahan 
Iklim
Triple planetary crisis merupakan istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan tiga krisis lingkungan global yang saling berhubungan 
dan memperburuk dampaknya satu sama lain. Tiga krisis tersebut yaitu 
perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi dalam 
berbagai bentuk. Ketiga krisis tersebut tidak dapat dipandang secara 
terpisah karena saling terkait dalam mekanisme sebab-akibat seperti 
degradasi ekosistem yang mempercepat kehilangan keanekaragaman hayati 
sekaligus mengurangi kapasitas penyerapan karbon. Selain itu, pencemaran 
air dan udara juga dapat menurunkan ketahanan organisme hidup terhadap 
tekanan iklim (UNEP, 2021).

Dalam hal ini, pendekatan terpadu dibutuhkan sebagai upaya yang 
hanya berfokus pada satu krisis yang berpotensi melemahkan efektivitas 
solusi secara keseluruhan. Dengan kata lain, keberhasilan mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta 
pengendalian polusi hanya dapat dicapai melalui strategi lintas sektor 
yang menyatukan kebijakan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, pemanasan global juga terus mengalami peningkatan 
signifikan. Data observasi iklim menunjukkan bahwa dekade terakhir 
mencatat rekor suhu tertinggi baik di darat maupun lautan. Tahun 2024 
diprediksi menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah pencatatan 
suhu global. Peningkatan suhu lautan menimbulkan konsekuensi serius 
termasuk pemutihan terumbu karang, perubahan distribusi ikan, serta 
meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang mengancam 
kehidupan masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Pulau kecil termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap dampak 
perubahan iklim. Mekanisme kerentanan dapat dijelaskan melalui beberapa 
aspek berikut.
1.	 Kenaikan muka laut dan abrasi pantai menyebabkan hilangnya lahan 

produktif, pemukiman pesisir, serta infrastruktur penting.
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2.	 Intrusi air asin mengurangi ketersediaan air tawar pada akuifer tipis 
serta menurunkan produktivitas pertanian lahan kebun penduduk.

3.	 Pemutihan karang berulang mengurangi jasa ekosistem kelautan, 
terutama perikanan dan pariwisata berbasis terumbu karang.

4.	 Perubahan pola curah hujan dan banjir bandang terutama di pulau 
vulkanik dengan lereng curam menyebabkan erosi hulu, sedimentasi 
di wilayah pesisir, serta menurunkan kualitas habitat lamun dan 
terumbu karang.

Laporan IPCC menegaskan bahwa pulau kecil menghadapi batas 
adaptasi yang lebih cepat dibandingkan wilayah lain. Penduduk setempat 
dapat kehilangan mata pencaharian berbasis laut yang berpotensi memicu 
migrasi penduduk, perubahan struktur sosial, dan pergeseran budaya 
masyarakat pesisir. Setiap perangkat adaptasi baik yang berbasis struktural 
maupun alami memiliki keterbatasan. Pada skenario pemanasan global 
yang tinggi (>1,5 °C–2 °C), solusi berbasis alam (nature-based solutions/
NbS) seperti rehabilitasi mangrove atau restorasi terumbu karang tidak lagi 
cukup apabila degradasi ekosistem telah mencapai tingkat parah.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan pulau kecil memerlukan 
strategi campuran yang menggabungkan berbagai pendekatan berikut.
1.	 Solusi berbasis alam (NbS) untuk memulihkan ekosistem yang men-

dukung ketahanan pesisir.
2.	 Infrastruktur adaptif seperti tanggul hijau, sistem penyediaan air 

bersih, serta teknologi perlindungan pesisir.
3.	 Intervensi sosial-ekonomi termasuk diversifikasi mata pencaharian, 

penguatan kelembagaan masyarakat lokal, dan perlindungan sosial 
bagi kelompok rentan.

Ketiga pendekatan tersebut, tidak hanya memperkuat resiliensi 
ekologi dan sosial, tetapi juga memberikan landasan bagi keberlanjutan 
pembangunan pulau kecil. Sejalan dengan rekomendasi UNEP dan IPCC, 
upaya adaptasi harus dilakukan secara inklusif, partisipatif, serta berbasis 
pada sains dan kearifan lokal untuk memastikan keberlanjutan jangka 
panjang.
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Ekonomi Hijau
Ekonomi hijau kini muncul sebagai paradigma pembangunan yang sema-
kin relevan di tengah krisis iklim dan ketidakadilan sosial yang meluas. 
Konsep ini menekankan pertumbuhan ekonomi rendah karbon, efisiensi 
penggunaan sumber daya, pelestarian ekosistem, serta pencapaian keadilan 
sosial. Kehadiran ekonomi hijau merupakan respons terhadap model 
pembangunan konvensional yang kerap mengabaikan dampak ekologis 
dan sosial dari aktivitas ekonomi.

Menurut Geissdoerfer dkk. (2017) ekonomi hijau bertujuan mening-
katkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial dengan menekan risiko 
lingkungan melalui investasi pada aktivitas yang memperkuat modal alami 
bumi atau mengurangi kelangkaan ekologi. Terdapat tiga prinsip utama 
yang menjadi fondasi ekonomi hijau. Pertama, pengurangan emisi karbon 
melalui konservasi vegetasi darat, pengembangan energi terbarukan, dan 
pemanfaatan teknologi rendah karbon. Di Indonesia, langkah ini terlihat 
pada program rehabilitasi hutan, restorasi mangrove, serta transisi menuju 
energi surya, angin, dan biomassa.

Kedua, efisiensi penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, dan 
bahan baku lokal. Efisiensi tidak hanya diwujudkan melalui teknologi, 
tetapi juga lewat praktik tradisional berkelanjutan. Contoh nyatanya adalah 
pertanian organik dan sistem dusung di Maluku. Dusung tidak hanya 
menghasilkan pangan, tetapi juga menjaga fungsi ekologis hutan sekaligus 
memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial. Ekonomi hijau 
menuntut agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok 
tertentu, tetapi juga dirasakan merata termasuk oleh lapisan masyarakat 
paling rentan. Hal ini mencakup penciptaan lapangan kerja ramah ling-
kungan (green jobs), peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan 
sumber daya, serta perlindungan hak masyarakat adat dan kelompok 
marjinal. 

Penerapan ekonomi hijau membawa implikasi pada berbagai 
dimensi. Dari sisi ekologi, pendekatan ini membantu menstabilkan 
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iklim global melalui penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan 
serapan karbon. Dari sisi ekonomi, ekonomi hijau membuka peluang 
investasi baru pada sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan 
jasa ekosistem. Sementara dari sisi sosial, ekonomi hijau memperkuat 
kohesi masyarakat dengan mendorong partisipasi kolektif dan distribusi 
manfaat yang lebih adil.

Secara keseluruhan, ekonomi hijau bukan sekadar alternatif, melain-
kan kerangka transformatif yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, 
sosial, dan ekonomi. Paradigma ini menuntut pergeseran pola pikir dari 
eksploitasi menuju regenerasi, serta dari pertumbuhan yang semata menge-
jar keuntungan menuju kesejahteraan inklusif. Melalui kebijakan nasional 
maupun praktik lokal, penerapan prinsip ekonomi hijau dapat menjadikan 
Maluku dan Indonesia sebagai contoh nyata transformasi menuju masa 
depan yang berkelanjutan.

Ekonomi Biru
Ekonomi biru merupakan paradigma pembangunan yang berfokus 
pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
pesisir, serta menjaga kelestarian ekosistem laut. Mmenurut Patlis dkk. 
(2020), ekonomi biru tidak hanya menyangkut pemanfaatan ekonomi, 
melainkan juga mencakup upaya restorasi, perlindungan, dan pengelolaan 
berkelanjutan terhadap ekosistem laut dan pesisir. 

Ada tiga prinsip utama yang menjadi fondasi dalam penerapan 
ekonomi biru. Berikut prinsip-prinsip yang dimaksud. 
1.	 Pengelolaan perikanan dan akuakultur berkelanjutan

Pendekatan ini menekankan keterlibatan komunitas lokal dalam 
pengelolaan perikanan, penerapan kuota tangkap berbasis sains, dan 
penggunaan sertifikasi ekolabel untuk memastikan keberlanjutan 
rantai pasok. Praktik ini tidak hanya menjaga stok ikan, tetapi juga 
meningkatkan nilai produk perikanan di pasar global (Pauly dkk., 
2002). 
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Fondasi Identitas (Negeri, Petuanan, dan Kewang)
Negeri sebagai satuan sosial-teritorial menetapkan petuanan—wilayah 
kelola darat dan laut—beserta aturan akses, sanksi, dan mekanisme resolusi 
konflik. Dalam banyak negeri, kewang berfungsi sebagai penjaga hukum 
adat lingkungan yang menetapkan sasi, mengatur buka-tutup panen, serta 
menengahi sengketa sumber daya. Studi institusional menunjukkan bahwa 
resiliensi sasi muncul dari kejelasan batas, aturan adaptif yang berbasis 
musim atau ritual, monitoring sosial, serta penerapan sanksi bertingkat 
yang sejalan dengan prinsip desain Ostrom.

Dalam struktur sosial Maluku, negeri berfungsi sebagai satuan sosial-
teritorial yang memiliki otoritas untuk menetapkan petuanan. Di dalam 
petuanan, berlaku aturan adat yang mengatur hak akses, mekanisme 
pemanfaatan, serta sanksi bagi pelanggar. Selain itu, negeri juga memiliki 
sistem resolusi konflik yang dijalankan secara kolektif untuk memastikan 
keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestariannya. Dengan 
adanya sistem ini, masyarakat tidak hanya menjaga keteraturan sosial, tetapi 
juga memastikan keberlanjutan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber 
daya alam tidak lepas dari kerangka adat yang mengikat seluruh anggota 
komunitas.

Salah satu institusi adat yang memiliki peran penting dalam tata kelola 
lingkungan di Maluku adalah kewang. Kewang dikenal sebagai “penjaga 
hukum adat lingkungan” yang berfungsi menetapkan aturan larangan 
atau sasi, menentukan waktu pembukaan dan penutupan panen sumber 
daya alam, serta menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa terkait 
pemanfaatan sumber daya. Posisi kewang tidak hanya memiliki otoritas 
sosial, tetapi juga legitimasi moral dan spiritual karena terkait erat dengan 
ritual adat. 

Keberlanjutan sistem sasi di Maluku disebabkan oleh sejumlah faktor 
penting seperti kejelasan batas wilayah, aturan yang bersifat adaptif sesuai 
musim dan ritual, adanya mekanisme monitoring sosial, serta penerapan 
sanksi yang bertingkat. Karakteristik ini selaras dengan prinsip desain 
kelembagaan yang dikemukakan oleh Ostrom (1990) dan diperkuat 
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oleh temuan Cox dkk. (2010), yang menekankan pentingnya kejelasan 
aturan, keterlibatan komunitas, dan mekanisme sanksi dalam mengelola 
common-pool resources. Harkes dan Novaczek (2002) menunjukkan bahwa 
resiliensi sasi juga terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan 
aturan dengan perubahan konteks sosial dan ekologis, sehingga tetap 
relevan bagi masyarakat. 

Pela Gandong (Ikatan Antarnegeri, Identitas, dan 
Perdamaian)
Pela gandong adalah pakta solidaritas antarnegeri yang melampaui batas 
agama dan pulau, berfungsi sebagai “jembatan sosial” untuk tolong-
menolong, pengelolaan ruang bersama, hingga pemulihan pascakonflik. 
Penelitian antropologis dan kajian kontemporer menegaskan perannya 
sebagai penyatu identitas Ambon–Lease–Seram serta modal sosial untuk 
rekonsiliasi. Di sejumlah konteks, ritual panas pela memperbarui komitmen 
antarkomunitas yang berkerabat sosial (salam–sarane), menjaga kohesi dan 
norma kolektif.

Ikatan ini berfungsi sebagai modal sosial yang sangat berharga 
khususnya dalam proses rekonsiliasi pascareformasi ketika Maluku 
dilanda konflik sosial yang cukup besar. Ririmasse dan Lape (2021) 
memperlihatkan bagaimana pela gandong menjadi instrumen budaya yang 
mampu menjembatani perbedaan sekaligus memperkuat rasa kebersamaan 
di tengah masyarakat. Dalam beberapa konteks, ritual panas pela yang 
dijalankan oleh dua komunitas berfungsi sebagai pembaruan komitmen 
untuk menjaga persaudaraan dan solidaritas. Ritual ini bukan hanya 
simbol kebersamaan, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang 
kesetiaan, tanggung jawab moral, serta penguatan norma kolektif.

Kehadiran pela–gandong memperlihatkan bahwa masyarakat lokal 
memiliki mekanisme sendiri untuk meredam konflik, mengatur kehidupan 
bersama, serta menciptakan tatanan sosial yang damai dan berkelanjutan. 
Praktik ini sekaligus menjadi bukti bahwa kearifan lokal memiliki relevansi 
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Rantai Nilai Dalam Lanskap–Seascape
Konsep rantai nilai (value chain) digunakan untuk memahami aliran 
produk dari tahap produksi hingga konsumsi. Proses ini melibatkan petani, 
nelayan, koperasi, pengolah, pedagang dan eksportir serta didukung oleh 
institusi seperti pemerintah, lembaga sertifikasi dan organisasi masyarakat 
sipil. Rantai nilai tidak hanya menggambarkan hubungan ekonomi tetapi 
juga interaksi sosial dan kelembagaan yang menentukan keberlanjutan 
sistem produksi.

Dalam konteks lanskap–seascape Maluku, rantai nilai mencakup bera-
gam komoditas darat dan laut. Dari sisi darat produk utama adalah pala, 
cengkeh, kenari dan hasil agroforestri dusung yang telah lama menjadi 
tulang punggung ekonomi masyarakat. Dari sisi laut rantai nilai meliputi 
ikan karang, tuna, rumput laut, lola dan teripang yang bernilai strategis 
baik untuk konsumsi lokal maupun pasar ekspor. Keberagaman produk ini 
menunjukkan keterkaitan erat ekosistem darat dan laut dalam menopang 
mata pencaharian masyarakat kepulauan.

Analisis rantai nilai menjadi krusial untuk memahami posisi produsen 
dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Dengan memetakan siapa yang 
memperoleh keuntungan terbesar dapat diidentifikasi peluang untuk 
memperkuat posisi petani dan nelayan agar memperoleh nilai tambah yang 
lebih adil. Misalnya, pengembangan pengolahan pascapanen, diversifikasi 
produk, atau sertifikasi berkelanjutan dapat meningkatkan daya tawar 
produsen lokal di pasar regional maupun global.

Selain itu, pemahaman atas rantai nilai membantu merumuskan stra-
tegi pembangunan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan. Dengan 
memperkuat aspek keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi dalam 
setiap tahapan rantai nilai, Maluku dapat mengoptimalkan potensi sumber 
daya alamnya tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem. Hal ini 
sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan 
integrasi antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
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Potensi Produk Berbasis Lanskap dan Seascape 
Maluku
Potensi produk berbasis lanskap dan seascape Maluku mencerminkan 
perpaduan antara kekayaan alam daratan dan lautan yang telah menjadi 
sumber utama kehidupan masyarakat setempat selama berabad-abad. 
Dari hasil bumi seperti pala, cengkeh, dan kenari yang tumbuh subur di 
dusung agroforestri hingga hasil laut seperti tuna, rumput laut, lola, dan 
teripang, seluruhnya menunjukkan nilai strategis baik secara ekonomi, 
sosial, maupun ekologis. Keanekaragaman produk ini tidak hanya berpe-
ran dalam memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi komoditas 
unggulan yang mampu menembus pasar global, sehingga mempertegas 
pentingnya pengelolaan berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.
1.	 Produk darat: Pala (nutmeg), cengkeh, dan kenari—produk warisan 

spice islands. Pala Maluku dikenal memiliki kualitas premium untuk 
pasar ekspor, namun mayoritas dijual dalam bentuk mentah sehingga 
nilai tambah lokal masih rendah.

2.	 Produk laut: Tuna, cakalang, ikan karang, teripang, lola, dan rumput 
laut. Perikanan Maluku berkontribusi signifikan terhadap produksi 
nasional, dengan potensi besar untuk pasar global.

3.	 Produk ekowisata: Wisata bahari, agroforestri dusung, dan wisata 
budaya-adat berbasis sasi dan pela–gandong.

4.	 Produk turunan inovatif: Minyak pala, oleoresin cengkeh, minyak 
atsiri, olahan kenari, serta produk perikanan olahan beku dan siap saji.

Potensi yang dimiliki oleh produk berbasis lanskap dan seascape 
Maluku pada dasarnya menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan 
ekonomi lokal tidak cukup hanya bertumpu pada produksi komoditas 
utama, melainkan juga harus ditopang oleh strategi diversifikasi pasar dan 
inovasi produk yang berkelanjutan. Diversifikasi pasar memungkinkan 
perluasan jangkauan distribusi, baik ke tingkat regional, nasional, maupun 
internasional, sehingga risiko ketergantungan pada satu pasar tertentu dapat 
diminimalkan. Sementara itu, inovasi produk mencakup pengembangan 
bentuk olahan baru, peningkatan kualitas melalui standar mutu, serta 
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Arah Kebijakan Strategis 
Keberlanjutan pembangunan sosial–ekologis di wilayah kepulauan seperti 
Maluku memerlukan kebijakan strategis yang menyatukan aspek ekologi, 
sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Pendekatan ini harus dilandasi konteks 
empiris dan bukti ilmiah dilengkapi dengan tindakan operasional yang 
jelas, indikator kinerja awal, serta aktor pelaksana yang terlibat. Dengan 
cara ini arah kebijakan dapat terukur, terpantau, dan memberikan dampak 
nyata bagi masyarakat lokal maupun ekosistem. Berikut dua belas arah 
kebijakan yang dirumuskan.
1.	 Penataan ruang terpadu darat–laut (ridge to reef)

Fragmentasi tata ruang di pulau kecil sering menimbulkan sedimentasi 
dan hilangnya habitat ikan serta memicu konflik pemanfaatan ruang. 
Fragmentasi ruang di pulau kecil memicu sedimentasi, hilangnya 
habitat, dan konflik. Pendekatan ridge-to-reef menekankan perlin-
dungan DAS, integrasi adat dalam tata ruang, serta restorasi vegetasi. 
Keberhasilan bergantung pada rehabilitasi kawasan dan kolaborasi 
pemerintah, adat, serta perguruan tinggi.

2.	 Penguatan co-manage berbasis adat (commons)
Kelembagaan adat seperti kewang dan praktik sasi sudah terbukti 
efektif dalam mengatur akses dan pemantauan sumber daya, namun 
pengakuan formal dan peningkatan kapasitas teknis tetap diperlukan. 
Tindakan operasional yang bisa dilakukan adalah memfasilitasi pera-
turan desa atau negeri yang mengakui aturan sasi dan batas petuanan. 
Selain itu, mekanisme nested governance berupa forum lintas negeri 
kabupaten perlu dibangun untuk menangani isu lintas pulau. 

Kapasitas kelembagaan kewang dapat diperkuat melalui program 
pencatatan aturan, MRV sederhana, serta pelatihan. Indikator awal 
mencakup jumlah perdes atau perda yang mengakui sasi serta jumlah 
negeri yang menerapkan MRV partisipatif. Aktor utama dalam 
kebijakan ini meliputi pemerintah desa/negeri, pemerintah provinsi, 
Kemendesa, dan LSM lokal.
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3.	 Konservasi dan restorasi berbasis alam (nature-based solutions)
Ekosistem pesisir berfungsi melindungi pantai, menyediakan nursery 
ikan serta menyimpan karbon biru. Restorasi akan lebih efektif bila 
mengikuti prinsip ekologi lokal melalui pemilihan propagul yang sesuai 
dan pengelolaan hidrologi yang mendukung pemulihan alami. Zona 
yang memenuhi kriteria ekologis perlu menjadi prioritas, sedangkan 
metode gabungan dapat diterapkan melalui regenerasi alami, pena-
naman terbantu dan penggunaan struktur biogenik sebagai penahan 
gelombang.

Keberhasilan restorasi sangat bergantung pada keterlibatan komu-
nitas lokal. Masyarakat dapat berperan dalam kegiatan replanting 
maupun pemeliharaan yang bisa diperkuat dengan insentif jangka 
pendek seperti program cash-for-work. Indikator awal keberhasilan 
dapat dilihat dari luas mangrove, lamun dan karang yang berhasil 
dipulihkan serta meningkatnya jumlah ikan juvenil di zona tersebut. 
Kebijakan ini dapat dijalankan secara kolaboratif oleh KLHK, KKP, 
masyarakat setempat dan perguruan tinggi.

4.	 Perikanan skala kecil yang berkelanjutan
Perikanan skala kecil di Maluku menghadapi tantangan berupa over-
fishing, fluktuasi pasar dan degradasi habitat. Kebijakan berbasis sasi 
dan Harvest Control Rules (HCR) dapat menjadi instrumen untuk 
menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya. Langkah operasional 
yang dapat diterapkan meliputi penyusunan HCR sederhana bersama 
nelayan dan kewang melalui penetapan kuota musiman atau ukuran 
tangkapan minimum.

Selain itu, peningkatan mutu pascapanen menjadi kunci keberlan-
jutan. Upaya yang dapat dilakukan mencakup pengembangan rantai 
dingin, penerapan penanganan higienis dan pembangunan system 
traceability. Sertifikasi internasional juga bisa diupayakan secara berta-
hap melalui pilot project pada produk unggulan seperti tuna menuju 
standar MSC atau fair trade. Indikator awal keberhasilan dapat dilihat 
dari tren CPUE nelayan kecil serta jumlah pelabuhan yang memiliki 
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